
GLEERSCR GOROF{TAN,G
PERATURAN GUBERNUR GORONTIIO

NOMOR j€ TAHUN 2}rg

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BALAI JASA KONSTRUKSI/LABORATORIUM tUI MATERI,AL

PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAFT]A, ESA
GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor lL2 Tahun
2013 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Draerah provinsi

Gorontalo, dipandang perru membentuk organisersi dan Tata
Kerja unit Pelaksana Teknis Dinas Ilatai Jasa
Konstruksi/ Laboratorium Uj i Material provinsi Gonc:ntalo ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapka' peratureur ciubernur
Gorontalo tentang Pembentukan Organ:isasi dan Tarba Kerja Unit
Pelaksana Teknis Dinas Balai Jasa Konstruksi/Latxrratorium Uji
Material Provinsi Gorontalo;

Mengingat : 1- Undang-Undang Nomor 8 Tahun Ig7'4 tentang .pokqk-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republilk Indonesia Tahun rgr4
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lrrdonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan undlang-undang
Nomor 43 Tahun rggg (Lembaran Negara Reputrl.ik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 38gO);

2' Undang-Undang Nomor 18 Tahun lggg tentang Jas4 Konstruksi
(lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun l99gl Nomor 54,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nclrnor i3g33);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2OOO tentang pr:mbentukan

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Irrdonesia
Tahun 2ooo Nomor 258, Tambahan lernbaran Neg;arra Republik
Indonesia Nomor a060);

4' Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentalg Keuangan
Negara (Iembaran Negara Republik lindonesia ,rahun 

2oo3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republilk In.donesia
Nomor a2861;
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5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2oct4 tentang F,eme,rintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 'lahun 

2oo4
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Inrlonesia
Nomor 44371 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan undang-Undang Nomor t2 Tahun il00g tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undanlg Nomor 3!l rahun 2oo4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R,epublik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lem.bara:r Negara
Republik Indonesia Nomor aSafl;

6. undang-undang Nomor 33 Tahun 2otJ4 tentang Jperirn'bangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dern Pemerintahar:r Daerah
(l,embaran Negara Repubtik Indonesia 'Iahun 2oo4.Nornor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik lrrdonesia Nornor 4,13g);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang p,embrentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara lRepublik
Indonesia Tahun 2olr Nomor 82, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S23a\

8, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2ooo tenta:ng usaha dan
Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2ooo Nomor 6si, Tarrrbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 rahun 20110 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (lembaran Neg;a.ra lRepublik
Indonesia Tahun 2ooo Nomor 64, Tanbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3956);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 rahun 2ooo tentang
Penyelenggaraan pembinaaan Jasa Konstruksii (k:mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2ooo Nomor 64, Tarnrbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tr:ntang pajak
Penghasilan Atas penghasilan dari Llsaha Jaser Ko:nstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia lfahun 2000 Nom'r 2s5,
Tambahan Lembaran Negara Republik InLdonesia Nomor tlct24);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5g rahun 2c)0s tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo5 Nomor l4o, Tambahan Lembaran lvegara
Republik Indonesia Nomor aSTS);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3g rahun 2,oor tentang; pernbagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan flaerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot.a. (Lemibaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2oo7' Nomor g2l, Tarnlbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor aTBT);
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14.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2oor tentarrg o.rg;anisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara R,epublik Indo,nesia Tahun
2oo7 Nomor 85, Tambahan kmbaran Negzu.a Rr:publik
Indonesia Nomor 47aO\

l5.Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 12,Tahun 2ar3
tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Dar:rah provinsi

Gorontalo (Lembaran Daerah provinsi Gorontalo ,lahun 2ors
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah provirrrri Gorontalo
Nomor 10).

MEMUTUSI(AN :

MCNCTAPKAN : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TE;NTANG PEIUBE.MIUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA T]DKNII] DINAS
BALAI JASA KONSTRUKSI/LABORATOIRIUM UJI MI\TERIAL
PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah otonom provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah perryelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dran DpRD nn,enurrut asas
otonomi dan tugas pembanfuan dengan prinsip otonLomi sieluas_
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesattrurn Flepublik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang- Urrdang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau \valikpta, dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara prermerintahan
daerah.

Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo
Dinas adalah Dinas pekerjaan umum prov.insi Goronta.lo.
unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat IJprD erdalah
Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Jasa
Konstruksi / Laboratorium uji Material provinsi Goronteilo.
Jasa Konstruksi adalah Usaha yang bergerak dibidang Jasa
Konstruksi mencakup jenis usaha, bentul< usaha, klasifikasi dan
kualifikasi usaha jasa konstruksi.

Laboratorium uji Material adalah pengyujian konstruksi dan
bahan bangunan.

4 .

5 .

6.

7 .

8 .
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BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis
Dinas Balai Jasa Konstruksi/Laboratoriurn Uji Mate:rial Frovinsi

Gorontalo.

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN

FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pela,ksana teknis
operasional Dinas yang dipimpin oleh seora.ng Kepala 'yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepzrla Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas nrelakrsanakan
sebagian tugas teknis dinas.

(2) Melaksanakan kebijakan teknis pengelolaare standar,
pemeriksaan, pengujian Jasa Konstruksi/Laboratoriurn uji
Material.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5
Dalam menyelenggarakan tugas sebagairrrana dimaksud dalam
Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Dinas l3alai. Jasa
Konstruksi / Laboratorium Uj i Material Provinsi Gorontalo mennpunyai
fungsi :

a. melaksanakan penyelenggaraan jasa konstruksi/laboratodqm uji
material sesuai dengan ketentuan dan syarat tekni,s serta
peraturan perundangan yang berlaku;

b. melaksanakan pengorganisasian dalam p,elaksranaan
penyelenggaraan Jasa Konstruksi / Laboratorium Uji llfgteriall;

c. pengembangan kompetensi sumber Daya Manusia pr:nyel:nggara
Jasa Konstruksi/Laboratorium Uji Material;
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d .

e .

melaksanakan koordinasi dengan instaLnsi yang terkajit dalam

pelaksanaan penyelenggaraan Jasa Konstruksi/Labo,ratorium uji
Material;

mengumpulkan, mengolah, menganalisi.s data da.n meleikukan
evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggiil:aan Jasa
Konstruksi/ Laboratorium Uj i Material.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana T,eknis Dinas Balari Jasa
Konstruksi / Laboratorium Uj i Material terdiri atas;
a. Kepala Balai;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Bina Jasa Konstruksi:

d. Seksi Uji Material.

(2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dina,s Ber-lai Jasa
Konstruksi/Laboratorium Uji Material sebagaimarra te:rcantum
pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Kepala

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugasnya l(epala uF"rD Balai
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala Balai wajib menerapkan prinsip koordinasi, integ;r.asi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan uprD mauplrn inLstansi
teknis terkait lainnva.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimiana dima.ksud. dalam
Pasal 7 Kepala UPTD Balai mempunyai fungsi :
a. perencanaan program, sasaran dan kebijakan pembanguniarl Jasa

Konstruksi/ Laboratorium Uji Material;
b. pengawasan pelaksanaan program dan JKegiatan di lingh_rngan

Balai;

c. pengendalian, evaluasi dan penilaian terhadap p,elaksanaan
Program dan Kegiatan di lingkungan Balai:;

d. melaksanakan koordinasi dengan inrstansi terkait rlaram 
'

penyelenggaraanJasaKonstruksi/LaboratroriumUjiUletteriral; 
I
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e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur tentang
kebijakan bidang Jasa Konstruksi/Lalboratorium Uji Ivlaterial
melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

sub Bagian Tata usaha mempunyai tugas memberikan px:layanan
teknis administrasi di lingkungan Balai.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagairnana dimzrlcsucl dalam
Pasal 9 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
a. mengumpulkan bahan pen]rusunan program dan kegiatan Seksi_

seksi Balai;

b. menyiapkan hasil rencana serta program kegiateur rurti.n dan
pembangunan dibidang laboratoriunr jasa
konstruksi/ laboratorium uji material;

c. pengelolaan administrasi kepegawaizrn dan adn:.irristrasi
keuangan;

d. menyiapkan dan mengawasi urusan rumah t.anpger dan
perlengkapan;

e. menyiapkan bahan koordinasi dengarr instansiT'laboratorium
terkait;

f. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatran di lingkungral unit
pelaksana teknis dinas;

g. mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan mengevaluasi
hasil kegiatan Balai.

Bagian Ketiga

Seksi Bina Jasa Konstruksi

Pasal 1 1

seksi Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas m.elaks,anakan
pembinaan, monitoring dan evaruasi terheidap pelaksana.an iasa
konstruksi.

Pasal 12
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimarcsud da_lam
Pasal 11 seksi Bina Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi Birra Jasa

Konstruksi;

b. menerbitkan dan menyebarluaskan peraturan penr.ndang_
undangan Jasa Konstruksi;
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c. melaksanakan sosialisasi produk-produk hukum di, Bidernrg Jasa
Konstruksi baik di provinsi dan Kabupaten/Kota;

d. melaksanakan Rapat Koordinasi Pembina Jasa Konstruksi
Provinsi dan Kabupaten/ Kota;

e. melaksanakan pendidikan dan pelatihan Bidang Jasa Korrstruksi;
f. melaksanakan Monitoring dan evaluasi pembr:ntulkan tim

Pembina Jasa Konstruksi provinsi dan Kerbupaten/K.ota;
g. melakukan konsolidasi dan pertemuan dengan Llnsur-unsur

pimpinan LPJKD untuk melakukan koordinasi da:n peftgkaran
informasi agar pelaksanaan tugas-tugas dapat terkrco:rdinasi
dengan baik;

h. melakukan pengawasan peiaksanaan proyek konstn;ksi baik di
tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota untr"rk terpenrilrin5rra tertib
penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jasa Konstnrks,i ;

i. melaksanakan Pembinaan Jasa Konstruksi secaria sistematis,
konsisten, dan efektif serta efisien agar mampu mer:.dukung
peran strategis Jasa Konstruksi;

j. melaksanakan kemitraan fungsional yang sinergis denga:r badan
usaha yang saling terkait;

k. mengkoordinasikan panitia pengadaan barang clan .iasa di
provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Bagian Keempat

Seksi Uji Material

Pasal 13

seksi uji Materil mempunyai tugas melaksanakan premeurtauan
jaminan mutu/pengujian laboratorium dan p,emetaan sesuai standar
yang ditetapkan.

Pasal 14
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimal<sud rlalam
Pasal 13 Seksi Uji Material mempunyai fungsi :
a. menJrusun rencana dan program pelaksanaa:n kegiatan

pengawasan Uji Materil;

b. memberikan petunjuk dan mengawasi Llnsur-unsur pernlbantu
pada lingkup pelaksanaan tugasnya dalaLm lingkup rupl..D Jasa
Konstruksi / Lab. Uji Material;

c. mengkoordinasikan kegiatan pemantauan. jaminan rr.ut' 'ntuk
kesesuaiannya dengan kebijakan prosedur yang tertuiang claram
praktek laboratorium yang baik;

7
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e. memiliki kewenangan meluluskan dan atau meno]a& clata yang
dihasilkan yang tidak memenuhi syarat.

f. mengkoordinasikan program pengendaliirn mutu h*sii perrgujian
serta mengembangkan teknik dan prosedur statistik yang
memungkinkan laboratorium memenuhi mutu yang ditetapkan
dan dapat menyelenggarakan dengan biaya seminimar mtrngkin;

g' mengevaluasi gagasan baru dan perkernbangan te,rakhiir dalam
bidang jaminan mutu sebagai bahan koordinasi :pemb*hasan
mutu laboratorium untuk dapat direl.romendasikan cara_cara
penerapannya;

h. memberikan masukan tentang kebutuh*n bahan dem peralatan
untuk keperluan laboratorium yang mernenuhi persyarateur dan
ketentuan jaminan mutu;

i. rnelaksanakan perbaikan mutu uji secara be:rr<ala untuk
meningkatkan kualitas pekerjaan mutu uji kepada pr:r.anglgan;

j. memonitor kemasan, pengiriman, penanganan conto,h (sarnpre).

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

(1) Kepala uprD adarah jabatan eselon IIIa dirangk*t dan
diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul sekretaris, Daerah
Provinsi sesuai peraturan perundang_unda.ngan.

(2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan uprD diangkrrt dan
diberhentikan sesuai peraturan perundang-undanga',

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16
Segala biaya yang timbul akibat pelaksarraan peraturan G.ubernur ini
dibebankan pada Anggaran pendapatan dan l3elanja Dae,rah Ilovinsi
Gorontalo berdasarkan p€raturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Pada saat peraturan Gubernur ini mulaLi berlaku, pe'a.turan
Gubernur Nomor 19 Tahun 2oog pembentukeur organisersi dan Tata
Keda Unit pelaksana Teknis Dinas Balai Jasa
Konstruksi/Laboratorium uji Material Provinsi Goronteilo {E}erita
Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 20og Nomor 19) dir:abut dan
dinyatakan tidak berlaku.
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Peraturan Gubernur
Agar setiap orang
Peraturan Gubernur

Provinsi Gorontalo.

Pasal 18

ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkern..
mengetahuinya memeriintahkan prengqnflangan
ini dengan penempatannya dalam B;erit.a Daerah

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2O1g NO}{OR }T
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LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 5e TAHUN 2013
TANGGAL : 3,*. jccsl:l;er 2013
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI

PELAKSANA TEKNIS
KONSTRUKSI / LABORATORIUM
GORONTALO

DAN TATA KBRJf. UNIT
DINAS BALITI JASA
U.JI I\{ATERIAL P,ROVINSI

KEPAI.A
BALAI

SEKSI
BINA JASA

KONSTRUKSI

SUB BAGIAN TATA
USAHA

SEKSI
UJI MATERIAL
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